s Lembage Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 320 TAHUN 2015
TENTANG

TIM REVIU RKA-K/L PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penelaahan atas
penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat
tahunan berupa RKA-K/I. oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dibentuk Tim
Reviu RKA-K/L pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada
Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi syarat untuk menjadi Pengarah, Ketua, dan
Anggota pada Tim Reviu RKA-K/L pada Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tentang Tim Reviu RKA-K/L Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127%;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42
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Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun
2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan Dan
Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Dan
Lembaga;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.02/2014
mengenai Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015;

9. Peraturan  Kepala Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM REVIU RKA
K/L LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Pengarah, Ketua, dan
Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. Melakukan pemeriksaan kelayakan anggaran untuk
menghasilkan sebuah keluaran
b. Memastikan RKA yang dibuat patuh dalam penerapan
kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain:

1} Penerapan standar biaya masukan dan standar biaya
keluaran;

2) Penggunaan akun;

3} Hal-hal yang dibatasi;

4) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai
dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/
hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan
surat berharga syariah negara;

5} Penganggaran badan layanan umum,;

6) Kontrak tahun jamak; dan/atau
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7} Pengalokasian anggran yang akan diserahkan
menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha
mikik negara.

c. Memastikan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L
antara lain RKA, TOR/RAB, dan pendukung terkait
lainnya; dan

d. Memeriksa rincian anggaran yang digunakan untuk
mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka
dasar yang mengalami perubahan dalam level komponen.

KETIGA Dalam  melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim
melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Utama
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU adalah 3 (Tiga) bulan mulai dari bulan Oktober
sampai dengan Desember 20135

KELIMA Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam
Tim Reviu RKA-K/L Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang
besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam
Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM Segala biaya vang timbul sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.

KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 September 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

PO Voo
AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;

2. Dirjen Anggaran I, Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;

3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;

4, Inspektur ;

5. PPK Inspektorat;

6. Bendahara Pengeluaran LKPP;

7. Yang bersangkutan Untuk Diketahui Dan Dilaksanakan.
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LAMPIRAN  : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM REVIU RKA-K/L
PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH
NOMOR : 320 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU RKA-K/L PADA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kedudukan Nama Honorarium
No. | dalam Tim (Rp}
1 Pengarah : | Salusra Widya 750.000
2 Ketua : | Rita Berlis 650.000
3 Anggota ;| 1. Hafiz Ashady 500.000
2. Raden Ari Widianto 500.000
3. Zulhenny 500.000
4, Rusli Maryadi 500.000
5. Arif Budiman 500.000
6. Angga Widita Amirul 500.000
7. Estu Retno Yulianti 500.000
8. Eva Sari Dewi 500.000
9. La Ode M. Rere (Kemenpan dan
RB) 500.000
10.Christine Ayu Suciati (BPKP) 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AU oo

AGUS PRABOWO
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